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Abstrak

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik batas desa antara Desa Simba Raya Kecamatan Binjai
Hulu dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang. Permasalahan lain yaitu pelayanan yang hanya
dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu. Skripsi ini bertujuan untuk menilai hasil kebijakan pemekaran wilayah
di Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
implementasi kebijakan pemekaran wilayah di desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang
cenderung dapat dianggap berhasil dengan mengacu pada 4 (empat) indikator terkecuali dalam hal pelayanan
dan penataan desa khususnya penegasan dan penetapan batas wilayah.

Kata-kata kunci:  Kebijakan Pemekaran Desa, Pelayanan, Pemberdayaan, Penataan, Dan Penyelenggaraan
Pemerintahan.

THE EVALUATION OF EXPANSION POLICY IN SIMBA RAYA RURAL BINJAI
HULU SUB-DISTRICT SINTANG REGENCY

Abstract

This thesis was written based on the conflict on the based rural’s boundary conflict between Simba Raya rural,
Binjai Hulu and Kapuas Kiri Hulu village, Sintang. The other problem is the services are given about only two
times every week. This thesis is aimed to assess the results of expansion policy in Simba Raya rural, Binjai Hulu,
Sintang regency. The conclusion from this research is that the implementation of the expansion policy in Simba
Raya village, Binjai Hulu, Sintang is considered successful by referring to the four (4) indicators exception in
terms of service and structuring of the village, especially the affirmation and the determination of the territory.

Keywords : Rural Expansion Policy, Service, Empowerment, Planning, and  Good Governance Implementation.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemekaran wilayah dipandang

sebagai sebuah terobosan untuk

mempercepat pembangunan melalui

peningkatan kualitas dan kemudahan

memperoleh pelayanan bagi

masyarakat. Pemekaran wilayah juga

merupakan bagian dari upaya untuk

meningkatkan kemampuan pemerintah

daerah dalam memperpendek rentang

kendali pemerintah sehingga

meningkatkan efektifitas
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penyelenggaraan pemerintah dan

pengelolaan pembangunan.

Pemekaran wilayah di Kabupaten

Sintang dilakukan dengan mengingat

luas wilayah kabupaten Sintang

21.638,20 KM2 atau sekitar 14% dari

luas Provinsi Kalimantan Barat dengan

pertumbuhan penduduk yang cukup

tinggi mencapai rata-rata 2,02%

pertahun. Selain itu prasarana

transportasi jalan darat yang belum

memadai antar wilayah menyebabkan

pelayanan desa kepada masyarakat

tidak maksimal disertai dengan rentang

kendali pemerintahan desa yang sangat

luas. Kondisi geografis yang berjauhan

antara satu wilayah dengan wilayah

lainnya seperti dari ibukota kabupaten

ke kecamatan, ibukota kecamatan ke

desa maupun antar desa.

Sementara pemekaran desa di

kecamatan Binjai Hulu Kabupaten

Sintang diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 9 tahun

2007. Pemekaran desa tersebut

merupakan upaya memberikan

pelayanan dan mewujudkan

peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat desa secara

terpadu, tepat guna, dan

berkesinambungan serta dalam rangka

penataan desa yang lebih efektif dan

efesien dalam wilayah kecamatan di

Kabupaten Sintang.

Salah satu desa yang dimekarkan

yaitu Desa Dak Jaya berdasarkan atas

pertimbangan bahwa luas wilayah yang

sangat luas serta jumlah penduduk dan

potensi desa sudah sesuai dengan

persyaratan untuk di mekarkan.

Kemudian memudahkan pelayanan

kepada masyarakat, terutama keinginan

pemekaran desa ini berasal dari

masyarakat. Usulan tersebut

menghasilkan surat rekomendasi dari

kecamatan Binjai Hulu oleh Camat

Binjai Hulu demi kelancaran proses

pemekaran.

Sebelum terjadi pemekaran Desa

Dak Jaya terdiri dari Empat Dusun

yaitu Dusun Sidodadi, Dusun

Sumberjo, Dusun Sandung, dan Dusun

Simba.  Secara keseluruhan luas

wilayah Desa Dak Jaya sebelum

dimekarkan yakni 12.500 ha dengan

jumlah penduduk 2.711 Jiwa dan 738

KK. Batas wilayah Desa Dak Jaya

antara lain sebelah Timur berbatasan

dengan Desa Ampar Bedang, sebelah

Barat berbatasan dengan Desa Binjai

Hulu, sebelah Utara berbatasan dengan

Desa Mensiku, dan sebelah Selatan

berbatasan dengan Kelurahan Kapuas

Kiri Hulu Sintang (Sungai Kapar).
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Setelah Desa Dak Jaya

dimekarkan menjadi Desa Dak Jaya

(Desa Induk) dan Desa Simba Raya

maka luas wilayah di Desa Simba Raya

+ 6.000 Ha. Pada hari Senin tanggal

Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua

Ribu Tujuh diadakan kesepakatan

penetapan batas wilayah di Desa Simba

Raya dalam bentuk buatan (dari semen)

dengan nomor pilar di Tinting Tebedak

dan di Sungai Kapar. Hasil penetapan

batas wilayah tersebut yaitu sebelah

timur berbatasan dengan Desa Ampar

Bedang, sebelah barat dengan

kelurahan Kapuas Kiri Hulu atau di

singkat KKU Kecamatan Sintang,

sebelah utara dengan Desa Dak Jaya,

dan sebelah selatan dengan desa Ampar

Bedang.

Berdasarkan peta bahwa secara

administrasi Desa Simba Raya sudah

ditetapkan batas wilayahnya, namun

kondisi yang terjadi yaitu masih

terdapat isu konflik batas desa antara

desa Simba Raya dengan Kelurahan

Kapuas Kiri Hulu atau KKU

Kecamatan Sintang. Permasalahan

tersebut masih terus berlanjut hingga

saat ini dan belum mendapat

penyelesaian dari pemerintah daerah

Kabupaten Sintang. Sementara

masyarakat menuntut adanya kejelasan

tentang batas desa dengan kelurahan

dua kecamatan tersebut.

Kemudian berdasarkan

pengamatan peneliti yang berkaitan

dengan sektor lain seperti pelayanan

kepada masyarakat masih kurang

maksimal. Setelah terjadi pemekaran di

Desa Simba Raya, rentang kendali

antara dusun dengan pusat desa

maupun masyarakat dengan pusat desa

lebih terjangkau namun pegawai desa

hanya memberikan pelayanan kepada

masyarakat 2 (dua) kali dalam

seminggu. Pelayanan tersebut

dilaksanakan pada hari senin dan hari

rabu pada jam kerja.

Selanjutnya jarak tempuh antar

dusun dengan pusat desa semakin lebih

dekat sehingga memudahkan

masyarakat untuk berinteraksi dengan

pemerintah desa. Pembangunan

wilayah juga semakin merata walaupun

masih berjalan sedikit lamban

dibuktikan melalui akses lalu lintas

seperti jalan pintas antar dusun yang

sangat membantu masyarakat setempat

untuk saling berinteraksi. Tingkat

ekonomi masyarakat masih standar

namun sudah lebih maju dari sebelum

pemekaran. Lahan pertanian yang

dimiliki oleh Desa Simba Raya antara

lain adalah lahan sawah 2 (dua) Ha,

pertanian lahan kering 2 (dua) Ha,

kebun karet lokal 1 (satu) Ha, dan

kebun karet unggul 1 (satu) Ha.
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Fenomena lain yaitu bahwa

ketika akan dimekarkan oleh Desa Dak

Jaya melalui kesepakatan bersama

bahwa nama desa pemekaran tersebut

adalah Desa Simba Jaya. Selama

kurang lebih 8 (delapan) tahun, desa

hasil pemekaran tersebut menggunakan

label nama desa dengan nama Desa

Simba Jaya. Namun ketika masyarakat

membuat surat menyurat di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang bahwa dikeluarkan

surat dengan label nama Desa Simba

Raya. Hal tersebut sempat menjadi

kontroversi dan perdebatan di Desa

Simba Raya. Sehingga masih banyak

plank – plank gedung yang

menggunakan Desa Simba Jaya dan

sudah ada juga yang berubah nama

menjadi Desa Simba Raya.

2. Rumusan Permasalahan

Agar penelitian menjadi lebih

mudah dan memiliki arah yang jelas,

maka terlebih dahulu dirumuskan

permasalahannya. Dari latar belakang

dan fokus penelitian, maka rumusan

permasalahan ini adalah Seberapa

berhasilkah kebijakan pemekaran

wilayah di Desa Simba Raya

Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten

Sintang mencapai tujuan yang telah

ditetapkan ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang,

fokus penelitian, dan rumusan masalah

yang telah diuraikan, maka tujuan

penelitian ini adalah ingin melakukan

penilaian terhadap hasil (outcomes of

public policy implementation) yang

telah dicapai melalui pemekaran

wilayah di Desa Simba Raya

Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten

Sintang.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil

penelitian ini dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya bagi ilmu

pemerintahan yang terkait dengan

evaluasi kebijakan. Kemudian

sebagai bahan kajian pustaka bagi

peneliti lain yang ingin meneliti

permasalahan yang sama serta

menambah panduan literatur dan

bahan bacaan mengenai evaluasi

kebijakan pemekaran desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian

ini bermanfaat bagi pelaku

penyelenggara kebijakan

pemerintahan khususnya bagi

pemerintah daerah Kabupaten

Sintang sehingga dapat

meminimalisir kesalahan yang
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terjadi dalam proses pengambilan

keputusan atau kebijakan

selanjutnya demi terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Bagi

peneliti sendiri, penelitian ini

berguna untuk menambah wawasan

dan pengetahuan serta kemampuan

berfikir guna menerapkan teori-teori

yang diperoleh selama masa

perkuliahan.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

1) Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut

Thomas Dye (dalam Subarsono

2011:2) adalah apapun pilihan

pemerintah untuk melakukan atau

tidak melakukan (public policy is

whatever governments choose to do

or not to do). Menurut Subarsono

bahwa konsep tersebut sangat luas

karena kebijakan publik mencakup

sesuatu yang tidak dilakukan oleh

pemerintah di samping yang

dilakukan oleh pemerintah ketika

pemerintah menghadapi suatu

masalah publik.

2) Konsep dan Teori Evaluasi

Kebijakan Publik

Dunn (dalam Nugroho,

2003:185) istilah evaluasi dapat

disamakan dengan penaksiran

(appraisal), pemberian angka (rating),

dan penilaian (assessment). Evaluasi

berkenaan dengan produksi informasi

yang valid mengenai kinerja

kebijakan, yaitu seberapa jauh

kebutuhan, nilai, dan kesempatan

telah dapat dicapai melalui tindakan

publik, evaluasi memberikan

sumbangan pada klarifikasi dan kritik

terhadap nilai yang mendasari

pemilihan tujuan dan target.

Jones (dalam Santosa, 2008:43)

mengatakan bahwa evaluasi

kebijakan adalah penilaian terhadap

kemampuan pemerintah dalam proses

dan programnya. Dalam menilai

keberhasilan suatu kebijakan maka

perlu dikembangkan beberapa

indikator. Badjuri dan Yuwono

(2003:138) mengatakan bahwa

pengukuran evaluasi bervariasi sesuai

dengan tipe evaluasinya. Tipe

evaluasi kecocokan, efektivitas dan

efisiensi mungkin memerlukan

investigasi yang mendalam sebelum

sampai pada kesimpulan akhir.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam

Badjuri dan Yuwono 2003:138)

walaupun pengukuran evaluasi

tersebut bervariasi, secara umum

evaluasi kinerja kebijakan tersebut

mengacu pada empat indikator pokok
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yaitu indikator input, process, output

dan outcomes.

Kemudian Widodo (2010:112)

menuliskan dalam bukunya bahwa

evaluasi kebijakan publik dibedakan

dalam dua macam tipe. Pertama, tipe

evaluasi hasil (outcomes of public

policy implementation) merupakan

riset yang mendasarkan diri pada

tujuan kebijakan. Ukuran

keberhasilan pelaksanaan kebijakan

adalah sejauh mana apa yang menjadi

tujuan program dapat dicapai. Kedua,

tipe evaluasi proses (process of public

policy implementation), yaitu riset

evaluasi yang mendasarkan diri pada

petunjuk pelaksanaan (juklak) dan

petunjuk teknis (juknis). Ukuran

keberhasilan pelaksanaan suatu

kebijakan adalah kesesuaian proses

implementasi suatu kebijakan dengan

garis petunjuk (guide lines) yang

telah ditetapkan.

Dari indikator penilaian

evaluasi terhadap kebijakan yang

telah dikemukakan sebelumnya oleh

pakar, peneliti menggunakan

indikator evaluasi yang

dikembangkan oleh Joko Widodo.

Peneliti menggunakan tipe evaluasi

hasil (outcomes of public policy

implementation) yaitu riset yang

mendasarkan diri pada tujuan

kebijakan. Penelitian yang bertujuan

untuk melakukan penilaian terhadap

hasil yang telah dicapai akan lebih

tepat sasaran apabila diukur dengan

menggunakan tipe evaluasi hasil.

3) Kebijakan Pemekaran

Adapun kriteria keberhasilan

kebijakan pemekaran dapat dilihat

apabila tujuan dari kebijakan

pemekaran tersebut telah tercapai.

Tujuan dari pemekaran tersebut

antara lain yaitu: (1) Mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat;

(2)Penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan; (3) Pemberdayaan

masyarakat; dan (4) Penataan desa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan

adalah komparatif dengan pendekatan

kualitatif. Dalam hal ini, peneliti

membandingkan keadaan sebelum

dan sesudah diadakan pemekaran

dengan menganalisis data yang

diperoleh dari berbagai sumber dan

informasi selama melakukan

penelitian di lapangan. Kemudian

peneliti mencari persamaan-

persamaan dan perbedaan-perbedaan

dari hasil penelitian di Desa Simba

Raya. Subjek penelitian yaitu Camat

Binjai Hulu, Sekretaris Desa Simba

Raya, Kaur Pemerintahan di Desa

Simba Raya, Ketua BPD di Desa

Simba Raya, Anggota PKK Desa
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Simba Raya sebanyak 1 (satu) orang,

Tim Pemekaran Desa Simba Raya

sebanyak 2 (dua) orang, Tokoh

Masyarakat desa induk sebanyak 1

(satu) orang, dan Tokoh Masyarakat

Desa Simba Raya sebanyak 1 (satu)

orang. Teknik pengumpulan data

menggunakan teknik observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Teknik

keabsahan data menggunakan

triangulasi sumber dan triangulasi

teknik.

C. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Penelitian ini ingin melakukan

penilaian terhadap hasil (outcomes of

public policy implementation) yang

telah dicapai melalui pemekaran

wilayah di Desa Simba Raya

Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten

Sintang yang kemudian akan peneliti

bahas dengan menggunakan teori

evaluasi yang dikembangkan Joko

Widodo (2010).

1. Indikator Penilaian Terhadap

Kondisi Desa Simba Raya Sebelum

Pemekaran

a. Mendekatkan Pelayanan

Kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa pelayanan yang

dilaksanakan sebelum diadakan

pemekaran cukup mengalami

kendala. Pelayanan dari kecamatan

yang ditujukan kepada desa

terhambat, dikarenakan rentang

kendali dan persebaran penduduk

yang cukup luas di wilayah

Kecamatan Binjai Hulu. Demikian

pula pelayanan dari Desa Dak Jaya

kepada dusun-dusun yang tersebar

diwilayah Desa Dak Jaya termasuk

Dusun Sandung menjadi terhambat

karena rentang kendali yang cukup

luas. Hal tersebut menyebabkan

pelayanan kepada masyarakat

menjadi terhambat.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara

peneliti dengan beberapa informan

bahwa kondisi penyelengaraan

pemerintahan desa dan pembangunan

sebelum pemekaran Desa Simba Raya

belum memuaskan. Status Dusun

Sandung yang jauh dari pusat Desa

Dak Jaya menyebabkan Dusun

Sandung kurang mendapatkan

perhatian dari Desa Dak Jaya

sehingga pembangunan untuk Dusun

Sandung sendiri mengalami kendala.

Berbeda dengan pandangan pihak

Kecamatan yang merasa bahwa
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sebelum pemekaran, pihak kecamatan

tidak begitu merasa kesulitan untuk

menangani desa yang tidak begitu

banyak.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan keterangan dari

beberapa informan saat diwawancarai

oleh peneliti bahwa sebelum

pemekaran, masyarakat di Dusun

Sandung ikut berpartisipasi dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

di desa induk. Namun, karena jarak

yang cukup jauh dari pusat desa maka

partisipasi masyarakat hanya

seadanya dan sebisanya saja.

d. Penataan Desa

Secara keseluruhan kondisi

penataan desa sebelum pemekaran

desa bahwa Desa Dak Jaya sebelum

dimekarkan sudah mengalami

permasalahan batas desa dengan

Kelurahan Kapuas Kiri Hulu

Kecamatan Sintang. Permasalahan

tersebut karena berbeda persepsi

antara masyarakat di Dak Jaya

dengan masyarakat yang di Kelurahan

Kapuas Kiri Hulu. Pihak Desa Dak

Jaya khususnya masyarakat Dusun

Sandung yang berbatasan langsung

dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu

mempertahankan batas desa

berdasarkan sejarah dari nenek

moyang mereka. Sampai pada saat

pemekaran Desa Simba Raya

permasalahan tersebut tetap berlanjut

dan belum mendapat penyelesaian.

2. Indikator Penilaian Terhadap

Kondisi Desa Simba Raya Setelah

Pemekaran

a. Mendekatkan Pelayanan

Kepada Masyarakat

Melalui hasil wawancara

peneliti kepada beberapa informan

terkait pelayanan setelah pemekaran

bahwa pelayanan yang dilaksanakan

di Desa Simba Raya sudah mudah

dijangkau oleh masyarakat. Melalui

pemekaran, masyarakat tidak perlu

jauh-jauh untuk mendapatkan

pelayanan berupa surat menyurat dan

lain sebagainya. Pelayanan di Desa

Simba Raya dilaksanakan dua kali

dalam seminggu, tentunya waktu

tersebut sangat terbatas untuk

memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Sehingga masih ada

masyarakat, dalam hal ini tokoh

masyarakat yang masih belum puas

dengan pelayanan yang diberikan

oleh aparatur desa di Desa Simba

Raya. Namun setelah pemekaran ini,

pelayanan kepada masyarakat

menjadi lebih khusus untuk penduduk

desa Simba Raya. Tentunya hal

tersebut merupakan keuntungan bagi

masyarakat setempat dalam hal
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mendapatkan pelayanan dari aparatur

desa.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pembangunan

Dari hasil wawancara peneliti

kepada beberapa informan terkait

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Desa Simba Raya

setelah pemekaran dapat dikatakan

berhasil. Banyak pembangunan

infrastruktur yang sudah di

realisasikan pihak Desa Simba Raya.

Pembangunan tersebut berupa jalan

pintas antar dusun, lumbung padi,

kantor desa, sumur air, jembatan dan

jalan pertanian. Dengan demikian

secara umum kondisi pembanguanan

di Desa Simba Raya dapat dikatakan

berhasil.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Melalui wawancara peneliti

dengan beberapa informan tersebut

bahwa pemberdayaan masyarakat di

Desa Simba Raya tergolong baik.

Masyarakat turut berpasrtisipasi aktif

dalam kegiatan – kegiatan desa.

Sehingga setelah pemekaran di Desa

Simba Raya semakin lebih baik

terkait pemberdayaan masyarakatnya.

Banyak kegiatan mandiri maupun

gotong royong dari masyarakat di

Desa Simba Raya. Selain itu

memfungsikan PKK merupakan salah

satu cara pemerintah desa

meningkatkan kualitas pemberdayaan

masyarakat di Desa Simba Raya.

d. Penataan desa

Hasil wawancara, observasi,

dan dokumentasi bahwa penataan

desa di Desa Simba Raya setelah

pemekaran pada tahun 2007 sampai

saat ini masih kurang baik. Konflik

batas antara Desa Simba Raya

Kecamatan Binjai Hulu dengan

Kelurahan Kapuas Kiri Hulu (KKU)

Kecamatan Sintang dari sebelum

pemekaran hingga setelah pemekaran

belum di selesaikan hingga saat ini.

Namun batas dengan desa lain dalam

wilayah Kecamatan Binjai Hulu

khusus untuk Desa Simba Raya tidak

terjadi konflik yang buruk dan sudah

mendapat penyelesaian.

Permasalahan batas Desa Simba

Raya dengan Kelurahan Kapuas Kiri

Hulu  masih diperjuangkan hingga

saat ini. Sudah berkali – kali diadakan

rapat namun selalu ada pihak yang

tidak hadir dalam rapat tersebut.

Masing-masing antara Desa Simba

Raya dan Kelurahan Kapuas Kiri

Hulu tetap mempertahankan batas

sesuai persepsi mereka masing-

masing.
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3. Perbandingan Hasil Sebelum dan

Setelah Pemekaran

a. Persamaan Kondisi Sebelum

dan Setelah Pemekaran Desa

Simba Raya

Berdasarkan seluruh pernyataan

yang sudah dijelaskan oleh informan

– informan serta melalui pengamatan

peneliti pada saat dilapangan bahwa

terdapat persamaan sebelum dan

setelah pemekaran di Desa Simba

Raya. Adapun persamaan kondisi

tersebut yaitu konflik batas desa

antara Desa Simba Raya Kecamatan

Binjai Hulu dan Kelurahan Kapuas

Kiri Hulu atau KKU Kecamatan

Sintang.

Sebelum pemekaran Desa Dak

Jaya dahulu sudah terjadi konflik

batas desa antara Desa Dak Jaya

tepatnya di Simba atau Dusun

Sandung di Kecamatan Binjai Hulu

dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu

Kecamatan Sintang. Permasalahan

tersebut sudah diajukan kepada pihak

pemerintah kabupaten dan sudah

berkali – kali diadakan pertemuan

untuk menyelesaikan batas desa

tersebut. Namun konflik batas desa

antar kecamatan ini belum bisa

diselesaikan karena berbagai kendala

seperti ketidakhadiran beberapa pihak

pada saat pertemuan rapat.

Setelah pemekaran masalah

batas desa yang belum di selesaikan

oleh desa induk ini masih terus

berlanjut. Sehingga setelah

pemekaran bukan lagi Desa Dak Jaya

yang bermasalah dengan Kelurahan

Kapuas Kiri Hulu, namun Desa

Simba Raya sebagai desa pemekaran

dari Desa Dak Jaya. Sampai saat ini

masyarakat Desa Simba Raya yang

berbatasan langsung dengan

Kelurahan Kapuas Kiri Hulu masih

terus memperjuangkan batas desa

tersebut hingga mendapatkan

penyelesaian dari pemerintah

kabupaten.

b. Perbedaan Kondisi Sebelum dan

Setelah Pemekaran Desa Simba

Raya

Sebelum dan sesudah

pemekaran Desa Simba Raya terdapat

banyak perbedaan, baik berdasarkan

pernyataan dan penjelasan dari

informan maupun pengamatan

peneliti saat penelitian di Desa Simba

Raya. Sebelum pemekaran status

Desa Simba Raya adalah Dusun

Sandung dengan pusat desa di Desa

Dak Jaya. Kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dilaksanakan di Desa

Dak Jaya dengan pelayanan yang

sangat jauh dari Dusun Sandung.

Kondisi pelayanan sebelum

pemekaran sangat menyulitkan pihak
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Dusun Sandung karena jarak tempuh

masyarakat yang sangat jauh.

Pembangunan di Dusun Sandung juga

hanya pembangunan balai dusun dan

SD 1 (satu) lokal. Kemudian

pasrtisipasi masyarakat dalam

berbagai kegiatan juga tidak terlalu

aktif disebabkan rentang kendali yang

sangat jauh ditambah kondisi jalan

poros yang rusak parah.

Setelah pemekaran Desa Simba

Raya, pelayanan kepada masyarakat

sudah semakin dekat walaupun hanya

dilakukan 2 (dua) kali dalam

seminggu. Masyarakat tidak perlu

jauh – jauh untuk mendapatkan

pelayanan berupa surat menyurat dan

lain sebagainya dari pihak desa.

Keadaan pembangunan juga juga

sudah terlaksana dengan adanya

kantor desa Simba Raya, jalan pintas

antar dusun, sumur gali, lumbung

padi, jembatan dan jalan pertanian.

Selain itu kondisi setelah pemekaran

dalam hal kemasyarakatan juga

masyarakat semakin aktif dalam

berbagai kegiatan. Di Desa Simba

Raya sudah mengaktifkan kegiatan

PKK yang dikelola oleh ibu – ibu

PKK dengan berbagai kegiatan PKK

tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab V

tentang hasil penelitian dan pembahasan,

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai

berikut :

1. Pemekaran Desa Simba Raya

Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten

Sintang dalam bidang pelayanan kepada

masyarakat setelah diadakan pemekaran,

sudah ada perubahan khususnya rentang

kendali dalam pelayanan yang semakin

dekat dengan masyarakat. Namun

pelayanan dilakukan 2 (dua) kali dalam

seminggu tentunya belum maksimal.

2. Pada bidang penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Desa

Simba Raya setelah pemekaran terlihat

ada peningkatan. Penyelenggaraan

pemerintahan semakin baik ditambah

pembangunan infrastruktur pedesaan

yang semakin ada peningkatan. Adapun

hasil pembangunan yang sudah terlihat

yaitu kantor desa, akses jalan pintas

antar dusun, sumur gali, lumbung padi

yang masih digunakan sebagai gedung

serba guna, serta jalan pertanian.

3. Kondisi pemberdayaan masyarakat di

Desa Simba Raya semakin dilakukan

secara tepat guna, dimana banyak

kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang sangat

menonjol di Desa Simba Raya yaitu

kegiatan ibu – ibu PKK yang aktif
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bergotong royong dalam berbagai

kegiatan PKK. Apabila dibandingkan

dengan keadaan sebelum pemekaran,

partisipasi masyarakat Desa Simba Raya

setelah pemekaran sudah semakin aktif.

4. Penataan desa di Desa Simba Raya

setelah pemekaran desa khususnya pada

penetapan dan penegasan batas desa

masih mengalami kedala. Batas desa

antara Desa Simba Raya Kecamatan

Binjai Hulu dengan Kelurahan Kapuas

Kiri Hulu Kecamatan Sintang masih

terdapat konflik yang belum

diselesaikan. Permasalahan tersebut

sudah terjadi sejak sebelum pemekaran

hingga setelah pemekaran. Masyarakat

Desa Simba Raya masih terus

memperjuangkan batas desa tersebut

hingga mendapatkan keputusan dan

penyelesaian dari pemerintah daerah

Kabupaten Sintang.

E. SARAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian

serta kesimpulan yang ada, dapat

dikemukakan beberapa saran sebagai

berikut :

1. Pelayanan yang dilakukan 2 (dua) kali

dalam seminggu sebaiknya mendapat

perhatian khusus dari Pemerintah Desa

Simba Raya. Karena waktu tersebut

sangat terbatas untuk berinteraksi

dengan masyarakat dalam hal

memberikan pelayanan yang maksimal.

2. Penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Desa Simba Raya yang

sudah dapat dinilai baik perlu

dipertahankan dan terus ditingkatkan

demi kemajuan Desa Simba Raya

kedepannya.

3. Pemberdayaan masyarakat yang semakin

tepat guna dengan partisipasi masyarakat

perlu ditingkatkan lagi. Kegiatan

masyarakat yang didirikan yaitu kegiatan

yang bermanfaat bagi masyarakat Desa

Simba Raya.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

khususnya bagian Tata Pemerintahan di

Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

perlu memberikan perhatian khusus

kepada Desa Simba Raya dengan

Kelurahan Kapuas Kiri Hulu yang sudah

sejak lama terlibat konflik batas wilayah.

Konflik tersebut perlu segera

mendapatkan penyelesaian agar tercipta

kondisi penataan desa yang baik dari

kedua belah pihak yang bersengketa.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam

penyelesaian konflik batas Desa Simba

Raya Kecamatan Binjai Hulu dengan

Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan

Sintang diharapkan dapat melakukan

koordinasi secara intensif agar

permasalahan batas desa tersebut dapat

segera diselesaikan.
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F. KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini

bahwa secara aplikatif teori Joko Widodo

yang menekankan pada evaluasi hasil

dengan indikator yang ditekankan pada

tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan

khususnya pemekaran desa, secara umum

dapat diaplikasikan. Terkecuali dalam hal

melakukan penilaian terhadap batas – batas

wilayah yang secara normatif belum

ditentukan.
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